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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 32
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

a.

DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR

bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dengan
mekanisme penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan
Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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11.
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15.

16.

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaiman telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.07/2008 tentang
Hibah Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang
Sistem Akuntansi Hibah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar
Tahun 2006 Nomor 17);

21.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran
Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
Peranngkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010
Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Uang Daerah Kota Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BANJAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, sehingga Pasal 11
seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.

3. Walikota adalah Walikota Banjar.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.



10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.

. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Barang.

. Dihapus.
12.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat PPK-DPPKA adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Banjar, yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam
rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat
Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kota Banjar
selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kota
Banjar selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh Pengguna Anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya,
Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
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dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak
diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.

21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD
adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara
Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat
nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 11
seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dan (2), paling sedikit dilengkapi dokumen :
a. proposal, yang paling sedikit memuat:
1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencana kegiatan; dan
4. jadual kegiatan dan rencana penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggungjawab; dan
c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping,
apabila diperlukan;

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan,
selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan
penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi :

a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain
yang dipersamakan;

b. surat pernyataan tanggungjawab;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan
setempat;

e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang
berwenang;

f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang
kantornya menyewa;

g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga
dan/atau pengurus hibah.



(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain
yang sejenis.

(5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a, c, e, dan f untuk
Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang
berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pasantren, dan
kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan
pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (4) diubah dan ayat (5)
dihapus, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 12

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan
dokumen teknis Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat
melalui SKPD terkait.

(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Hibah,
dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat
permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan
berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon
Hibah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Hibah sesuai
persyaratan administratif, maka SKPD terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan
dokumen proposal kepada Walikota.

(4) Walikota menugaskan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang
meliputi :

a.

b.

urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;

urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Banjar;

urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kota Banjar;

urusan cipta karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar;

urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB,
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Banjar;

urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan,
dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Kota Banjar;

urusan sosial dan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;

. urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil

menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar;
urusan perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,
Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
urusan pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan
politik dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
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k. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan
dan Arsip Kota Banjar;

l. urusan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Banjar;

m. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan
oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar;

n. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi
Sekretariat Daerah Kota Banjar.

(5) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan
evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan
Hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan.

(2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan hasilnya disampaikan
kepada Kepala SKPD.

(3) Dihapus.

(4) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi Hibah berupa
rekomendasi kepada Walikota melalui Ketua TAPD.

(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar
Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).

(6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PH
kepada Walikota.

(7) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PH
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

(8) Persetujuan Walikota terhadap DNC-PH dituangkan dalam bentuk
Lembar Persetujuan Walikota dan menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6, huruf b angka 6,
huruf ¢ angka 6 dan huruf d angka 6 diubah, sehingga Pasal 20
seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan
Hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait, dengan dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi :

a. Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya,
terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan Hibah, dilengkapi rincian
rencana penggunaan Hibah yang disetujui oleh Kepala SKPD;

2. NPHD;

3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
pimpinan instansi atau Kepala Daerah Penerima Hibah;

4. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas
nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah
Lainnya;

S. kuitansi = rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani dan  dibubuhi cap instansi serta
;



6.
7.

dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala
Daerah;

surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000;
persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari :

1.

2.
3.

6.
7.

surat permohonan pencairan Hibah, dilengkapi rincian
rencana penggunaan Hibah;

NPHD;

salinan/photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain
Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Hibah;

. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas

nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Hibah.

. kuitansi = rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau
Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi
atau sebutan lain;

surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000; dan
persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Hibah untuk masyarakat, terdiri dari :

1.

2.
3.

6.

surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan
rincian rencana penggunaan Hibah;

NPHD;

salinan/photocopy KTP atas nama Ketua Kelompok
Masyarakat Penerima Hibah;

. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas

nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah.

. kuitansi  rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain
Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah dan dibubuhi
cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap
ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok
Masyarakat Penerima Hibah;

surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :

1.

2.
3.

6.

surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan
rincian rencana penggunaan Hibah;

NPHD;

salinan/photocopy KTP atas nama
ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima
Hibah;

. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas

nama lembaga/organisasi,

. kuitansi = rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan
dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan
nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain
ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan;

surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

(2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan
Pencairan kepada Walikota.

(3) Berdasarkan Persetujuan Walikota, Pengguna Anggaran/PPKD
memerintahkan kepada Bendahara hibah untuk membuat Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM)
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(5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum
Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan ayat (2) serta ayat (3)
dihapus dan ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 25
seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1
dan huruf b angka 1 disampaikan oleh Penerima Hibah kepada
Walikota melalui SKPD terkait 30 (tiga puluh) hari setelah
pencairan uang atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
kegiatan selesai.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan Hibah
kepada Penerima Hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Hibah dilakukan secara
bertahap, maka Penerima Hibah berkewajiban :

a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan
paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran
tahap berikutnya; dan

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, yang
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal pencairan/penyaluran Hibah dilakukan pada akhir
tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30, disisipkan 1 (satu) pasal baru
yaitu pasal 29A, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, terdiri
dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(3) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi
pagu alokasi anggaran yang direncanakan.



8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan
ayat (5), dihapus, sehingga Pasal 39 seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 39

(1) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37
disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui SKPD terkait.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal
Bantuan Sosial, dan selanjutnya dalam hal terdapat
ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen
proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya
dikembalikan kepada Pemohon Bantuan Sosial yang bersangkutan.

(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Bantuan
Sosial sesuai persyaratan administratif, maka unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat
permohonan dan dokumen proposal kepada Walikota.

(4) Walikota menugaskan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
meliputi :

a. urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banjar;

b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Banjar;

c. urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar;

d. urusan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Banjar;

e. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Banjar;

f. urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan,
dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Kota Banjar;

g. urusan pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan oleh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;

h. Urusan perdagangan dan usaha kecil, dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

(5) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40
seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan
kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan hasilnya disampaikan
kepada Kepala SKPD.

(3) Dihapus.

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Ketua
TAPD.
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(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar
Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNCP-BS).

(6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNCP-BS
kepada Walikota.

(7) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCP-BS
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

(8) Persetujuan Walikota terhadap DNCP-BS dituangkan dalam
bentuk Lembar Persetujuan Walikota dan menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan
KUA dan PPAS.

10.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 seluruhnya
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan
pencairan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait,
dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :

a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari :

1.
2.
3.

4.

5.

surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Bantuan Sosial;
salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas
Penerima Bantuan Sosial;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai  cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima
Bantuan Sosial,

surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari :

1.
2.

3.

4.

5.

surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
salinan/photocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima
Bantuan Sosial;

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas
nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala
keluarga Penerima Bantuan Sosial;

surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

c. Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non
pemerintah, terdiri dari :

1.
2.
3.

4.

S.
(2) Peng

surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, dilengkapi
rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial;
salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan
pengurus lembaga/organisasi Penerima Bantuan Sosial;
salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas
nama lembaga/organisasi;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai  cukup,
ditandatangani, dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta
dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus
lembaga/organisasi atau sebutan lain;

surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

guna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan

Pencairan kepada Walikota.

(3) Berdasarkan Persetujuan Walikota, Pengguna Anggaran/PPKD
memerintahkan kepada Bendahara Bantuan Sosial untuk
membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
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(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM)

(5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum
Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c angka 3
diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-
SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(2) SKPD mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang
dan jasa, objek, rincian objek Bantuan Sosial barang berkenaan,
yang akan diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

(3) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala
SKPD kepada Penerima Bantuan Sosial, yang meliputi :

a. bagi Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas :

1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap
Penerima Bantuan Sosial;

2. salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Bantuan Sosial;

3. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

b. bagi Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas :

1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap
kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;

2. salinan/photocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima
Bantuan Sosial;

3. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

c. bagi Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintah, terdiri atas :

1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan
nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintah;

2. salinan/photocopy KTP ketua/pimpinan atau sebutan lain
kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintah;

3. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai @ 6.000.

12.Ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan dan ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 50 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Laporan penggunaan Bantuan sosial berupa uang dan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a
disampaikan oleh Penerima Bantuan Sosial kepada Walikota
melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.
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(4) SKPD terkait mengirim surat permintaan laporan penggunaan
Hibah kepada Penerima Bantuan Sosial secara berkala setiap 3
(tiga) bulan.

(5) Dalam hal pencairan/penyaluran Bantuan Sosial dilakukan pada
akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
YAYAT SUPRIYATNA
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 40.a SERI E
alin esuai dengan aglinya
KEPAL UM DAN GANISASI,
*O
&, A
Q »
* tr

T, AN,S.H.,M.Si
5 200312 1 007
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